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KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 12/KPTS.KPU/014.329991/2012
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwaberdasarkanketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, memutakhirkan data pemilih
berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan
oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau
pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata
Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Untuk keperluan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis
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Mengingat :

tentang tata cara pemutakhiran data dan dattar pemilib dalam
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan
berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2010 tenlang Pedoman Tata Cara
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalamn hurufa dan huruf b perfu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4721);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
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Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undaug Nomor 1 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5009)
sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5316);

. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

12.

13.

14.

Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4865};

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana
Telah Dirubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provigsi, dan Komisi Pemilthan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilthan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komist Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemililian Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 299);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar
Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Dacrah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 302);

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun
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Memperhatikan : |,

Menetapkan

2.

2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor
09/KPTS/KPU.KOTA/014-329991/2012 Tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun
2013;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor
10/KPU.KOTA-014.329991/2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilithan Umum Kota Malang,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah
DanWakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013;

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
tanggal 23 Oktober 2012,

MEMUTUSKAN :

 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

MALANG TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALADAERAHKOTAMALANG TAHUN 2013,

idih.kpu.go.id/jatim/malang-kota



http://jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal i

Datam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah Kota Malang adalah Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kota Malang secara langsung di Kota Malang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau
penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan ‘Wakil Gubernur atau Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota yang telah dilaksanakan di Kota Malang sebagaimana dimaksud
dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 scbagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dewan Perwakifan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Malang selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kota Malang adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang selanjutnya disingkat KPU Kota Malang
adalah Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang
yang bertugas menyelenggarakan Pemilu di Kota Malang.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK,, adalah panitia yang dibentuk
oleh KPU Kota Malang untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk
oleh KPU Kota Malang untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah
kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di
tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b Undang-
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Undang Nomor 15 Tahtz: 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

8. Petugas Pemutakhiran Data Pemuiih; selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang
membantu PPS dalam pemutakhiran data peniitih.

9. Pemilih adalah Penduduk Kota Malang Warga Negara Indonesia yang pada hart dan
tanggal pemungutan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota telah berumur 17
(tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP)
dan atau sudah/pernah kawin.

10. Tempat Perungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.

11, Hari adalah hari kalender.

Pasal 2
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :
mandiri;
jujur;
adil;
kepastian hukum,;
tertib penyelenggara Pemilu;
kepentingan umum,
keterbukaan;
proporsionalitas;
profesionalitas;
akuntabilitas;
efisiensi; dan
efektivitas.

mRETSER MO S O R

Pasal 3
Pemilih yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kota Malang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih
dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih,

Pasal 4
(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Malang, Penduduk Kota Malang harus terdaftar sebagai
pemilih.
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(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
a. nyata-nyatatidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai keknatan hukum tetap; dan
c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum
disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalem daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak
memilibnya.

Pasal 5
Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2), diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 6

(1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan
yang bersangkutan.

(2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih
tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat
yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai
tempattinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 7
(1) Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang berdasarkan data
kependudukan yang disampaikan pemerintah Kota Malang.
(2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data
pemilih Pemilu terakhir,
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BAB I
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 8

(1) KPUKota Malang paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara memberitahukan kepada Pemerintah Kota Malang untuk menyampaikan data
kependudukan kepada KPU Kota Malang yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang terinci untuk tiap kelurahan.

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data Penduduk

Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, meliputi:

Nomorurut;

NomorKTP;

Nama lengkap;

Tempat/tanggal lahir (umur);

Jenis Kelamin

Status perkawinan;

Alamat tempat tinggal; dan

Jenis cacat yang disandang,

PR me ap o

Pasal 9

(1) Sebelum penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dari Pemerintah Kota Malang kepada
KPU Kota Malang, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Kota

~ Malang dengan KPU Kota Malang berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data
pemilih.

(2) Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Kota Malang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), DP4 dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tetap
Pemilu terakhir sebagai bahan uniuk penyusunan data pemilib/daftar pemilih Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.

Pasal 10
(1) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Kota Malang kepada KPU Kota Malang yang dituangkan dalam berita
acara serah terima dan disertai dengan cetakan (hardcopy) dan data elektronik

{softcopy).
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(2) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
jadwal pelaksanaan penetapan/pengesahan daftar pemilih sementara, yaitu paling
lama 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara,

fasal 11

(1) KPU Kota Malang menyusun data/dafiar pemiiih berdasarkan DP4 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, dengan menggunakan formulir Model A — KWK.KPU,
paling lama 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kota Malang
dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun tetangga (RT) dan/atau rukun warga
(RW) disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan :

a. 1(satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah
dijangkau masyarakat; dan

b. I (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua RT dan/atau RW
untuk mendapat tanggapan masyarakat.

(3) Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir
Model A-KWK.KPU, paling sedikit meliputi:

Nomor Urut;

Nomor Pemilib;

Nama lengkap;

Tetnpat/tanggal lahir (umur);

Jenis Kelamin

Status perkawinan;

Alamat tempat tinggal; dan

. Jenis cacatyang disandang,

4) Untuk pengisian nomor pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf'b adalah
nomor KTP/NIK.

(5) Apabila nomor KTP/NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ada,
maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.

(6) Penyusunan data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

PR M O SR
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BAB IIX

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasaj 12

(1) PPS setelah menerima data/daftar Pemilih dari KPU Kota Malang sebagaimana

C.

d.

dimaksud dalam Pasal 11, melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dengan kegiatan
sebagai berikut : i

menyusun daftar pemilih sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling
tinggi 600 orang, dengan memperhatikan, antara lain:

I} tidakmenggabungkan kelurahan;

2) memudahkan pemilih;

3) hal-hal berkenaan dengan askpek geografis;

4) tenggat waktu pemungutansuaradi TPS; dan

5) jarak danwaktu tempuh menuju TPS.

melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi daftar pemilih sementara
kepada pengurus RT/RW untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;

memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan
pengurus RT/RW; dan

menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk
mendapat tanggapan masyarakat.

(2) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1 - KWK.KPU
yang berbasis RT/RW.

(3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 1(satu) orang untuk setiap

TPS.

(4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari perangkat kelurahan

atau RT atau RW atau sebutan lain atau warga masyarakat setempat, diangkat dan
diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan.

(5) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan
pengalokasian waktu kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPDP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh PPS yang
bersangkutan.

il
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Pasal 13
(1) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimanadimaksud dalam Pasal
. 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :

a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal
pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;

¢. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;

d. tidak terdafiar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar
pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang
berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau
Pemilu terakhir;
telah meninggal dunia;
pindah domisili/sudah tidak berdomisili di kelurahan tersebut;
yang terdaftar pada dua atau lebth domisili yang berbeda;
perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau
sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dibuktikan dengan surat
keputusan pensiun/ pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak
mengangkat dan memberhentikan anggota TNIdan POLRI.

(3) Berdasarkan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS
dengan dibantu PPDP menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan
menggunakan formulirModel A1 - KWK KPU.

(4) Daftar Pemilih Sementara {Model A1 - KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS
serta dibubuhi cap PPS.

rER oo

Pasal 14
(1) Daftar Pemilih Sementara secbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)
diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan

12
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disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya
untuk mendapat tanggapan masyarakat.

(2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam
jangkawaktu 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemilih
atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul
perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS,

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota
keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang
pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih :

a.

b.
C.

@ o o

yang telah memenuhi syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1)hurufa;

yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;

yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

yang terdaftar sudah meninggal dunia;

sudah tidak berdomisili di kelurahan tersebut;

yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; dan/atau

yang sudah terdaftar tetapi sudah tidek lagi memenuhi syarat sebagai
pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) hurufi.

(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

(4) Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih
Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan
dengan menggunakan formulir Model A3.2 - KWK.KPU.

Pasal 16

(1) Pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) secara aktif
melaporkan kepada PPS di kelurahan melalui pengurus RT/RW.
(2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

I3

idih.kpu.go.id/jatim/malang-kota



http://jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota

dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman
Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17
(1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(4), diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
(2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
formulir Model A3.3 - KWK.KPU,

Pasal 18
(1) PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih (tambahan)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk
setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A2 - KWK .KPU.
(2) Pencatatan data/mama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 19
Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 - KWK.KPU) sebagaitnana dimaksud dalam Pasal
18 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data
pemilih serta ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.

Pasal 20

(1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan oleh
PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas
kelurahan, pengurus RT/RW untuk mendapat tanggapan masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu
penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih tambahan
dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
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(4) Apabila usul schagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera
mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir
ModelA3.1-KWK. KPU.

Pasal 21
Daftar Pemilih Sementara (Model A1 - KWK.KPU) scbagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 — KWK.KPU) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar
Pemilih Tetap.

BAB IV
DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 22

(1) Dafiar Pemilih Sementara (Model A1 — KWK KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan
(Model A2 - KWK KPU) sebagaitiiana dimaksud dalam Pasal 21, disusun oleh PPS
menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A3 - KWK.KPU.

(2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan / ditetapkan
(ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.

(3) Daftar Pemilih Tetap (Model A3 — KWK .KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
divmumkan di PPS /RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkaw/
diketahui oleh masyarakat.

(4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhimya jangka waktu
penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

(5) Dalam jangka wakiu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila
terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi ternyata tidak
tercanturn dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan
nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan ketentuan bahwa pemilih
tersebut masihh memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam
keputusan ini.

(6) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan/ditetapkan
(ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS paling lama 50 (lima puluh) hari
sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
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(7) Daftar Pemilihh Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh PPS
kepada KPU Kota Malang melalui PPK untuk dicetak scsuai kebutuhan.

Pasal 23
(1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih
Tetap untuk tiap TPS.
(2) PPS menyusun Daftar Petnilih Tetap dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
a. 1(satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota Malang melalui PPX
b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota Malang untuk diteruskan kepada
perangkat daerah yang mengurusi tugas bidang kependudukan dan catatan
sipil KotaMalang sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
c. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :
1) 1(satu)rangkapuntuk PPS;
2) 1 (satu) rangkap sebagai babhan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap
TPS di dalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1);
(3) Jumlah | (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a oleh KPU Kota Malang diteruskan kepada KPU Provinsi untuk keperfuan
Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur.

. Pasal 24
Selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), PPS
menyampaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4)
dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU Kota
Malang melalui PPK.

Pasal 25 :

(1) Daftar Pemilik Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dari PPS
yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah
pemilih terdaftar di wilayah kerjanya,

(2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwasiu
Kecamatan, dan tim kampanye pasangan caion.

(3) Dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kecamatan
atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi

16

idih.kpu.go.id/jatim/malang-kota



http://jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota

kekeliruan dalam rekapitulasi.

(4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data
autentik.

(5) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila
terbukti data-data yang ditunjukan benar.

(6) Hasil rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita
Acara rapat pleno PPK.

(7) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) untuk tiap PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan
formulir Model A5 - KWK.KPU.

(8) PPK menyampaikan kepada KPUKota Malang masing-masing :

a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kelurahan dalam wilayah
kerja PPK; dan

b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja
PPK.

A Pasal 26

(1) Rekapitulasi jumiah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS
melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8), digunakan oleh KPU
Kota Malang sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.

(2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kota Malang yang dihadiri oleh PPK,
Panwaslu Kota Malang, dan tim kampanye pasangan calon,

(3) Dalam rapat pleno KPU Kota Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK,
Panwaslu Kota Malang, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan
masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi,

(4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data
autentik dan butki tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.

(5) KPU Kota Malang wajib menindaklajuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Malang,

(6) Hasil Rapat Pleno KPU Kota Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Malang,

(7) KPU Kota Malang membuat rekapitulasi pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud
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pada ayat (2) untuk tiap PPK di wilayah ketjanya dalam rangkap 4 (empat).

(8) Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Malang menyusun dan
menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci
untuk tiap kelurahan dengan menggunakan formulir Model A6~ KWK KPU, paling
lama 45 (empat puluh lima) hari sebefum hari dan tanggal perungutan suara.

(9) KPU Kota Malang menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdafiar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada :

a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;

b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;

c. PanwasluKota Malang 1 (satu) rangkap;

d. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

Pasal 27
Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 digunakan
scbagai bahan penyusunan kebutuhan surat swara, formulir-formulir, dan alat
perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang serta proses
pendistribusiannya.

BABYV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak
dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.

(2). Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan
“meninggal dunia”,

(3) Selain hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Daftar Pemilih Tetap dapat
diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya
kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih
Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap.
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(4) PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila
ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atan Dafiar Pemilih
Sementara, nama pemilih tersebut dimasukan dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 29
(1) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS
menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan
ketentuan :
a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2
(dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS;
b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap.
(2) Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama § (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
sudah diterima oleh KPPS.

Pasal 30
(1) Pemilih yang menjalani rawat "inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS
terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,
(2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada
Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 31
Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dagrah Kota Malang
putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih,

Pasal 32
Dalam pelaksanaan tahap pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dalam Pemiin
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, tidak

19

idih.kpu.go.id/jatim/malang-kota



http://jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota

menggunakan bentuk jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IT Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, '

Pasal 33

(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data pemilih dan daftar
pemilih Pemilu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah scbagaimana
dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Keputusan ini. )

(2) Pengadaan formulir permutakhiran data pemilib dan daftar pemilih Pemilu Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh KPU Kota Malang.

Pasal 34
KPU Kota Malang berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data
pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan
" tembusannya kepada Bawaslu.

Pasal 35
(1) Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud
dalam keputusan ini dapat diserahkan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah berupa softcopy serta dipublikasikan melalui website. '

(2) Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh

PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dapat

diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan :

a. dilakukan dalam rapat pleno KPU Kota Malang berdasarkan bukti tertulis yang
memuat tentang nama, alamat, peketjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas
lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon -
yang direkomendasi oleh Panwasiu Kota Malang; dan

b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat
suara, formmlir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara

" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).
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Pasal 36 -
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih dan dafiar pemilih
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kota Malang dapat membentuk
kelompok kerja yang terdiri dad unsur KPU Kota Malang, Pemerintah Daerah, dan
instansi lain yang dianggap perlu. ‘ :

BAB VI
PENUTUP

- Pasal 37
chu-tusan' ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dilakukan perbaikan seperhunya.
Ditetapkan di Kota Malang
Pada Tanggal 24 Oktoher 2012
Ketua
ttd

Hendry, ST., MT.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

“epalas " i Hukum
.‘/’/f,g'.}f'&??ﬁd a_ o\ agian

\

A

=2
?—
1/
o

! —

‘-'(‘ERNTUEQ LUDINSYAH
P~ 3
\kf -
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Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Unram
Kota Malang
- Nomer :12/KPTS.XKPU/G14.329991/2012

CONTOH JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1 Formulir Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagal Pemilih .
2. Model A-KWKKPU :  Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah.
3. Model Al-KWKKPU  : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daezah.
4 ModelA2-KWKKPU  : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. ModelA3-KWKKPU  : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.

6. Model A31-KWKKPU : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
Model A3.2-KWKKPU : Formulir Data Pemilih Tambahan.

Model A33-KWKKPFU : Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih
Tambahan.

9. Model Ad-KWKKPU  : Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10. Model A5-KWKKPU  : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdeftar Pemilihan Umum
Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan.

11. Model A6-KWKKPU  : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KFU
Kabupaten/Kota,

12. Model AB-KWKJPU : Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain
dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepazl Daerah.

KETUA,
Ttd

NDRY, 5T MT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

#ﬁlﬂ‘_ﬁ ANG

Bagian Hukum
YA

LUDINSYAH
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FORMULIR TANDA BUKTI TELAH TERDAFTAR

SEBAGA! PEMILIH
Nema Kepala RUmah TERgga © i rieicsescccrrsresesessssss sasssssnsssnns
Alamat Y .
|RT/IRW AT O
TPS D ereee e s b et n s
NO. Status
URUT Nama Pemilih Tangga Lahir Perkawinan Ketorangan
i
2
k]
4
5
Platang,
Y;;:ﬂ......ﬂ ........ opop
( | {me R
Cotatan :
1) LarrSar pertama wniuk PEDR
2) Lerrhar lexiu untuk pemith stai engota keherga yang mreneki pemith
~Gunting drgint
FORMULIR TANDA BUKTI TELAH TERDAFTAR
SEBAGA! PEMILIY
Nama Kepala Rumah Tengga : . ..ovcnivnisren..
Alamat e I R B
[RTIRW TR ierverisenee R .
TPS D rensrear s e s et
NO, Status
URUT Kama Pamlih Tanggel Lahy Perkawinan Ketemngan
3
2
3
3
5
Matang,
Yeng menedma prOP
Cataton:
1) Lerabar pertarrm untuk PPOD

2HLerrbar kadua Ut pernith atau angooria ketuarge yang mawak ety
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| MODEL A - KWIK.KPU

DATA PEMILIH
PEMLIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TPS R KOTA CJR—
KELURAHAN D aeeenaneens PROVINSI “
KECAMATAN J—
Halaman

STATUS JENIS
or | HoMOR PEMRIN NAMA PEASLYS TELPAT GANTANGGAL | UMY | percannsan | KELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2)

(BISIF) Lk

1 ] 3 - 5 & 7 ] ] 10

idih.kpu.go.id/jatim/malang-kota



http://jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota

ST

MODEL A - KWICKPU |

TPS D ereienren KOTA T ramerearanee
KELURAHAN - PROVINSI D taeterranns
KECAMATAN T erttaeni
' Halaman :............
STATUS JENIS
o= | Nowor PEMLK RAMA PEUTLI TEMPAT Doy NGGAL | UMUR | pcpawinan | KELAMIN | ALAMATI TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2)
(8P 1k Fr
1 2 3 4 & 3] 7 B 8 10
Catatan : Dlsallzkan dalam rapat Pleno PPS
120308 coniinainarnnes PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA
Statua Porkawinan
B = Batumn nikah Nama Tanda tangan
8§ & Sudoh nikah
P = Pamah nikah 1. Kolus e S
Janig Ketamin : 2. Anggotn .
Lk & LakHakt
Pr = Parempuan 3. Anggota .
1) = Coret yeng Bdak perty
2) = Cacat yang Gsandang permdih kalau ada

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota
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4 MODELA1 - KWKkPU |

DAFTAR PEMILH SEMIENTARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

P& - KOTA

KELURAHAN LR, PROVINS!

KECAMATAN LA

Halaman ...

sTATIS JENIS

o | womor pesiin NAMA PELIL TEMPAT DAN TANGGAL | UMURY | perkawinan | KELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2)
{B/SP) k| pr

1 2 3 4 B [ 7 [ [] 10

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota
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L

TPS
KELURAHAN
KECAMATAN

RIS LLLe

E LI PFTrT

MODEL AL - KWK.KPU

KOTA

PROVINSI

Halaman

b orbmenaasaa .

T T PN

NO.

URUT NOMOR FEMILIH

TEMPAT DAN TANGGAL
LAHTAR

UMURY
usta

STATUS
PERKAWINAN

(e Lk Pr

ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL

KETERANGAN 2)

10

Catatam z

Status Perkewinen
B = Betum nikah
§ = Sudah nikah
P = Pemah nilh

Jenis Ketamin :

e = Lakiaki

Fr = Pefempaian

1} = Cornt yang tidak periu

2} = Cocat yang disendang pemBih kkalow ads

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota

T TPy

Disahken dalam rapet Plono PR3 tanggal ...
PANITIA PEMUMNGUTAN SUARA

Nama

Tands tangan
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8T

DAFTAR PERAILIH TAMBAHAN

| HI.'.IDELA!-. KWIL.KPU ]

PEMILIHAN UMUMN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

TPS laeessess KOTA
KELURAHAN .o PROVINS!
KECAMATAN @ e
Halaman @ ..cieeerieen
sT&TUS JENIS
NO. | wosson peELELH NAMA PEARLIH TEMPAT DANTANGGAL | UMURS | oegioupyiian | KELAMIN ALAMAT! TEMPAT TINGGAL KETERANGAM 2)
URUT LAHIR usIA
ESP) ix [ P
1 2 | A 3 8 T 8 ] 10

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota
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MODELA2 - KWILKPU

TPS PR KOTA D aneeerananie
KELURAHAN P PROVINSI T eieeinnines
KECAMATAN D ierseenns
Halaman :............
STATLS JENIE
o | wowor pEuLIM NAMA FERLRY TEMPAT DA TANGGAL | UMURY KELAMIN ALAMAT TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2}
(VEF) LK Pr
1 2 3 4 5 5 7 ] [ 19
Catatan ¢ Disahkan dalam rapat Plans PPS tanggal ....ee.ev. e
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Btotus Porkrwinan
8 = Belum nikeh Nama Tanda tangar,
S u Sudah rfiah
P & Pemnah nikah 1. Katua P PO . P
Junlg Kelamin : 2. Angpota ettt e e e e e e s aaa sy atae errrratnas e s
Lk = Leki-lak
Fr = Porempuan 3. Anggota bt v e bda e arae varse
1) = Coret yang tidak periu

2) = Cacst yong disamlang pemllii kefau sda

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota
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l MODEL A3 - KWK.KPU |

DAFTAR PERILIH TETAP
PEKILIHAN UMUM XEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

" TPS O KOTA
KELURAHAN R PROVINSI
KECAMATAN —
Halaman ... v

ETATUS JENIS

o | nouos pevws NAMA PEVILIH T B NGOAL | i | PERKAWINAN | KELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2)
(®SP) ik | _Pr -

1 2 3 4 5 ] ? | [1] 10

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota
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1€

L MODEL A3 - KWK.XPU ]
PS e KOTA
KELURAHAN e PROVINSI
KECAMATAN Fremenen

A mmrERasameas

Halaman :............

STATUS JENIB
TEMPAT DAN TANGOAL UMUR/
URUT NOLAOR PEAMUM NAMA PERUILIH LAHIR USIA PERKAWINAN KELAMIN ALAMAT/ TEMFPAT TINGGEAL KETERANGAN 2
(BS/P) ix | Pr
1 2 k| 4 -] B T i) [*]

10

Catatan * Disahksn dalam rapat Plans PPS tanggal .......eveemse.
PANITIA PEMUNGUT,

Stas o UTAN SUARA

B = Bolum nikah

B> sB ki Nama Tonda tangan

P a Parnsh nlksh 1. Kohsa

Janls Kelam!n :
Lk = Lakd-tald
Pr o Perempuan 3. Anggola
{} = Conet yany bd=k periu "
2) = Cacat yang disandang pemiFh katay ada

2 Anggota

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota
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t

| vooeL Ars - kWi wpy |

1. Pl N & YahwrctryTota vt e e A Kreamotyn

2 T KTty 6 oaor - & RO an P - i)

T, Aot JRb— 2 Nama kapoka arvsh lags

[ . Sutic Clmpsdeam | Wirgs | Swte {Penyerieg
O i Tl 7 e | oo amn | LT A Pekmn ai T | o e
m [ ] [} ) ] a__ m ;] [0} (N i 14 [

Kovi) Joceben Kolamy

) Atz cpwtioki {7y _Jonts Kotareins {5} Sohs pricudin {6 Ayama (6 F 1) Pakeciaon :

1. Maningcal B B Sl vy 4, Eakit L Bl b 1. b & Worghuey | L Tabimmkeinh  B.DLIN 4. P 7. iy T, TNl

2 Povi ol 7. Kt vt 2 Panmmat * Krwin 2, Futedtin 7. Lawya 2. Tarmt 0 v.ou 2. Pergarn AT B et 1\ P

A Tidek i) A Tetew g 3 owal kidp 3 Katedie 3 TEKLoat 80 A SUDN 2 Pemuess B, Wopsinda 1% g lamya

4. Eeh citox ol & Lt & Cobnet! 4. Hndt 4807 982 & Eiitfr bekadn ¥4 Patagangan

B, Sexh ors belarwin E St 5 SUTA 183 £ Pl 11, Trensperize)

8. Pukmeit 12. NS

Easmummm Btg Wyt s {44 Sk pemdd Poryandey culst Pougs fPY
[ ¥ Weya®T 2 Orarg ke L 1 Baa 1. Canfok

2 leriByomi 1. tharnay 2. WNA 2, Cacot cwrsdh o 2 Cazarbesn f bua

2, Ansk 8. Fali i 3 Ol ok pth 3. Caeot rueg wicara

4, Merarty &, Pondenty oL Padgra b ohan 4, Cact ol Jora

5, Cuzt 7. Loy S Tk prya ok b & Cacat llaeatal

B Py partea Bk phk . Cacat ivya [ }
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FORMULIR DATA PEMILIH TAMBAHAN

Wmm

Tamst ‘doggnl §.Lin
Letir scbetum, Pamdubada
Jrix Sas Gumncatn | Wage | Stun [Paryangang|  (RENPEDAKCD, | Nomor ey Tents
Hunn Ume | " A Perdidan Pokejaan Kistamatan, Penduden (Disi
patovaz UG | g | oot et | e Dou alsh FPE)
Yorool Targgal in tifak somn cengen
ey’ inggal eekarangl|
) [ =) i & & m ] W [ m | m % Ty )
Koca Jowcshzm Kolom
[@ Jois Xt 1) G perwian 0 Am & Peniidion ) Pekadas 110) 55 o formahianigga
1. bnki b 1. Bebry bar'n 1 kbm & Whongheos |1, Tdbm sekobh & DHE 1. Pelzar 7. Nelyan 12 T8 1. Kepalo RT 6 Omng ta
2. Pecnazan: 1 Xaxin 4 Prxwetn 7. Laorea 2 Tarz 5D 70m 2, Penguma AT 4. Indosst 14, Pobt 2. B 7. Vietsa
A exd 1 Kaftoky 1 TektmatSD A SIDN 3 Purturum 2 Kanstiyl 15, Jusa feinoyy 3 Ana & Farrdl boin
& Coral ot 4. Hircdu 4 8P 8.52 & Bimitck bekofs 10, Pendagangan 4. Menamy 8. Pembantu
5. Buha 5 5L 10. 53 $. Potan 11. Tranaportosi 5 Cuxy i0 Lamya
8. Prarmgle 12 PHS
(1) Waen rmgee {17) Suskn pasdids 117) Pemcandang extat Puluged FPS .
N 1, Btz 1. Gt ek
Z ¥iNA 2 Cacl Pealjey 2 Cotretafes
1 Dot ks ok 3. Cact Loy
4 Puina 5 ohun & Cacal et juca
& Tdat punya ol pily 5. Cocat Roicmenicd
6 Bkmpryabakpin] & Cact innya (
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MODEL A3.3 - KIWK.XPU |

FORMULIR TANGA BUKTI TELAH DIDAFTAR
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)

Nama Kepala Rumah Tangga = ........

Alamat D veieressreraieetrervastRaTa Erese peanae R n b s
TPS :
NO. N . Status
URUT Nama Pemilih Tambehan Tanggal Lahir Parkawinan Keterangen
Yang menerma ’ Petgas { panguns RTRW)
Gunting disinl. __

| ™opELA3a- MWK KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR
SEBAGAL PEMILIH TAMBAHAN 1)

Nama Kepala Rumah Tengga & .vveeeervseareens reaNatebeenaperereenranarhettes
Alamat E T I
TPS TSP S PP IS
NQ. Stalus
URUT Nama Pemilth Tambahan Tanggal Lahir Perkawinan Keterangan
Yang menerma Petugas { pengurus RTRW)
( ) ( }
Catalan ;

1} Lernbar pertama untuk petugas (Pengums RT/RW}
2) Lembar kedua untk pemih alau anggota ksluarga yang mawaldil pemilth

34
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SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK TPS

PEMILYU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

I MODEL A4 - KWK.KPU

TPS e KOTA
KELURAHAN PROVINS!
KEGAMATAN -
Halaman
STATUS JENIS
oo | wowor perun NALA PELUIN TERPAT DA NGOAL | DMURY | pepuamina | KELAMIN ALAMAT! TEMPAT TINGGAL KETERANGAN 2)
®ISP) O '
i 2 3 1 5 [ H a4 L) 0

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota
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9t

| mooeLaa-xwkikey |

TP I v KOTA D rrraerrane
KELURAHAN LR PROVINSI .
KECAMATAN R,
Halaman .
STATUS JENIS
oo | wowor perum NAMA PENILIH TEMPAT DAN TANGGAL | LR | pERKAWINAN | KELAMIN ALAMAT/ TEMPAT TINGOAL KETERANGAN 2)
(ISP} __ Lk Pr
[] 2 3 4 5 -] 7 -] 1] 10
Cetatan : Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal ... e
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Stotus Perkawinan
B = Belum nikeh Nama Tonda tangan
6 = Gudah nikah
P = Pemah nikah 1, Ketua
Jonls Kelamin < 2. Anggota
Lk = LakHlald
Pr = Perempuar 3. Anggole B R U
1) = Coret yany Gdak perlu

2} = Caca! yang disandang pernifih kalau ada

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota
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| MODEL AS - KWILKPY

REKAPITULAS! JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSY
: Halaman: ...
Nolrut]  NAMADESAMELURAHAN — PEMILIH TERDAFTAR T reng)
LAKILAKI |PEREMPUAN |JUMLAK
: g e et
1) = coret yang tidek periu Dfsahkan dalam raped plens PPK Tanggal .ueein.
2) = Banyzknya jupiah pemilih tembahan FANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
Nama Tanga Tangan
f.Ketws ...
2 Anggota 0 ... R
3. Anggotn Wharkrataaneas
4. Anggota
8. Angpota
37
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[ nopELAG- kwiKPY |

REKAPITULAS| JUMLAH PENILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

2) = Banyalnya Jumlah penilth tamhahan

OLEH KPU KABUPATEN/KOTA
KPU KABUPATENAKOTA 1) Femmniemeaenien
PROVINSI
Halanen @ .........
No Unit NAMA KECAMATAN FEMILH TERDAFTAR JUTR;L:H KET.2)
LAKI-LAKS | PEREMPUAN | JUMLAH
Calatan:
1) = caret yang tidak pera Disshkan delam repet pleno KPUD KARIKOTA Tanggal .....u

KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN!KDT&

1. Keha

2. Anggola
3. Anggola
4. Amggola
S, Anggota

38

Nama

Tanga Tangan

Frreteneniver
[ETITITICITI I Y PITANETLY

YT RIT IR B el

......................

......................

............

YL
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uonﬂ. A7 - KWICKPU ]

REKAPITULAS] JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR FEMILIHAN UMUM
KEFALA DAERAH DAN WAXIL KEPALA DAERAM
* OLEH KPU PROVINSI

KPU PROVINSI O
. Halaman: ... ......
NoUrt]  NAMA KABUPATENAKOTA FEMILIH TERDAFTAR "”#‘P';‘” KET 2)
_LAKILAKE | PEREMPUAN | JUMLAH
?{F_
. !
c . . .
1) = coret yaryg tidak periy Diszhkan datam rapat plano KPUD Frovins! Tanggal ...
2) = Banyaknya furniah pamih tambshan KOMIS! PEMILIHAN UMUM PROVINSI
Nama Tanga Tangan
1. Kelya
2. Anggota
3, Anggea
4, Angacta .
&, Angaots -
39
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Model A8 - KWK.KPUY

SURAT XETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DITPS LAIN
DALAM PEMILTHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

TAHUN : e esmacinisas
Nomor Pernitih
MNama
Alamat
Terdaftar dalam Pemilih Tetap -
1. TP5(asal) L O— 3. Kabapaten/Kotda @ sececcemencn
2. Desa/Kelurghan F—— - 4. Provinsi H—

Digunakan cleh Peuulih‘} untuk menggunakan haknya untuk memilth/ memberikan suara dif) :

1. TPS(Tujuan) 3. Kabupaten/Kold I cocsvinn
2. DesafKelurahm 4. Provinsi I b
*) Untuk dicasmmkan dafom Daftar Pemitib Taenhahan
A, Kowa KPU Kabupaten/iota
Peniida Perunguian Suara
Ketua,
(oo —
Mudcl A8 - KWK KPU]

SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN ! crieemsirmtrussisiea

Nomar Pemilih '
Nama :
Alamat H

Terdoftar dalam Pemilth Tetap
1, TPS (esal)
2. Desa/Keluralan

3. Kabupaten/Kots  { .ccaunon
4. Provinsi L J—

Digunaksn oteh Pemilih®) untuk menggunakan haknya untuk menfilih/meinberikan suara di*) :

1, TP8{Tujuan) 3. Kobupaten/Kota ! ceern .
2 Dena/Kelurahan 4. Provinsi H—
*) Unuk dicontumban datem Daftar Pemilih Tambahan

A, Kewun KPU KabupatenXota

Penitin Pamungutan Suzra

( [T IR --m-v)

40
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